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TINJAUAN HUKUM HAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI
MITRA OJEK ONLINE

Abstrak

Pengemudi ojek online dikategorikan sebagai mitra dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikasi, sehingga mereka
tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR).
Padahal, dalam praktiknya, mereka bekerja dengan sistem yang menyerupai hubungan kerja, seperti adanya aturan yang
mengikat, sanksi, serta target tertentu. Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan hukum dan perlunya kajian mengenai
perlindungan hak mereka. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan
landasan hukum, pengetahuan, dan pemahaman kepada pengemudi ojek online mengenai hak-hak mereka serta langkah hukum
yang dapat ditempuh atau diupayakan untuk memperoleh hak-haknya Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan
dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan diskusi yang sifatnya dua arah. Metode ini diharapkan dapat dipergunakan untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka dalam hal ini pengemudi ojek online. Pengabdian kepada masyarakat ini
bertujuan untuk mengkaji status hukum mitra ojek online dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dan mendorong
reformasi regulasi agar lebih adil dan adaptif terhadap dinamika kerja di era digital.

Kata kunci: Kemitraan, Hak, Ojek Online, THR.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai platform layanan

berbasis aplikasi, salah satunya adalah layanan transportasi online.
Pengemudi ojek online (ojol) menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat urban.
Namun, status hukum mereka yang diklasifikasikan sebagai mitra dan bukan pekerja formal menimbulkan
berbagai persoalan, terutama terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, seperti Tunjangan Hari Raya
(THR).

Dalam sistem ketenagakerjaan formal di Indonesia, THR merupakan hak normatif yang wajib
diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka,
khususnya menjelang hari raya keagamaan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam regulasi tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan THR kepada
pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Pekerja yang telah bekerja selama
12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali upah bulanan, sedangkan mereka yang bekerja kurang dari
satu tahun mendapatkan THR secara proporsional sesuai masa kerjanya. Regulasi ini menunjukkan
komitmen negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja.

Namun, penerapan hak-hak tersebut menjadi problematik ketika dihadapkan pada konteks kerja
pengemudi ojek online. Perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim menggunakan skema
kemitraan, di mana hubungan antara perusahaan dan pengemudi dianggap sebagai hubungan bisnis, bukan
hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang. Akibatnya, pengemudi tidak diakui sebagai pekerja dan perusahaan tidak
memiliki kewajiban hukum untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk THR.

Padahal, dalam praktiknya, pengemudi ojek online memiliki karakteristik pekerjaan yang serupa
dengan pekerja formal: mereka bekerja penuh waktu, tunduk pada ketentuan tarif dan sistem order yang



ditentukan oleh algoritma perusahaan, serta terikat pada sistem insentif dan sanksi. Mereka tidak memiliki
kendali atas harga layanan dan dapat mengalami penurunan performa atau pemutusan kemitraan sepihak
jika melanggar aturan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya kontrol kuat dari perusahaan, sehingga
menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar mitra independen atau pekerja terselubung yang
semestinya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.

Persoalan ini semakin mengemuka setiap menjelang hari raya keagamaan. Beberapa perusahaan
memberikan "THR sukarela" atau Bonus Hari Raya (BHR) dalam bentuk insentif. Namun, karena tidak
diatur secara hukum dan bersifat tidak wajib, jumlah dan penerimaannya sangat bervariasi. Beberapa
pengemudi menerima insentif dalam jumlah besar, sementara lainnya hanya sedikit atau bahkan tidak
menerima sama sekali. Ketidakpastian ini menimbulkan ketimpangan dan memperlihatkan perlunya
kebijakan yang lebih adil dan merata.

Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/111/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi
pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi. Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk memberikan
penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor digital, meskipun belum memiliki
kekuatan hukum yang sama seperti THR bagi pekerja formal.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara lain seperti Inggris dan Spanyol,
pengadilan telah mengakui pengemudi transportasi online sebagai pekerja, bukan sekadar mitra. Di
Inggris, Mahkamah Agung dalam kasus Uber vs. Aslam memutuskan bahwa pengemudi Uber berhak atas
upah minimum dan tunjangan. Spanyol bahkan telah mewajibkan perusahaan aplikasi untuk
memperlakukan pengemudi sebagai pekerja tetap. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti
California telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan kriteria tertentu agar mitra platform
digital bisa diakui sebagai pekerja formal.

Melihat tren global tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk meninjau kembali regulasi
ketenagakerjaannya, khususnya dalam konteks gig economy. Negara perlu menentukan pendekatan
hukum yang tepat agar tidak terjadi ketidakadilan berkepanjangan terhadap pengemudi ojek online yang
telah menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama. Ketidakjelasan status hukum mereka
dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi sektor ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian yang kemudian diemplementasikan dalam
pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mitra pengemudi ojek
online dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, mengkaji relevansi regulasi pemberian THR
terhadap mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan perlindungan
hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga dari segi
sosial dan ekonomi, mengingat besarnya peran pengemudi dalam ekosistem transportasi digital Indonesia.
Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan inklusif
bagi para pekerja di era digital. Atas dasar penjabaran yang telah disampaikan di atas, kegiatan pengabdian
kepada masyarakat akan ditekankan pada rumusan bagaimana status hukum mitra ojek online dalam
hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi dan apakah mitra ojek online berhak atas THR menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mitra pengemudi
ojek online dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, mengkaji relevansi regulasi pemberian THR
terhadap mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan perlindungan
hukum. Sehingga pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga
dari segi sosial dan ekonomi, mengingat besarnya peran pengemudi dalam ekosistem transportasi digital
Indonesia. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada para
pengemudi ojek online yang telah disuluh dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan



inklusif bagi para pekerja di era digital. Ketidaktahuan para ojek online di Desa Blok Duku Cibubur terkait
dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ojek online, salah satunya yaitu aturan
hukumnya. Disamping itu juga perlu pengkajian lebih lanjut terkait posisinya dalam hubungan
ketenagakerjaan

Para tim penyuluhan memberikan sebuah solusi permasalahan untuk warga di Blok Duku, Cibubur
agar para ojek online mengetahui dasar hukumnya, selanjutnya memahaminya dan bagaimana dapat
mengimplementasikannya. Solusi yang diberikan kepada para ojek online di Desa Blok Duku, Cibubur,
yaitu dengan memberikan penyuluhan dan membuka ruang diskusi untuk membantu memberikan solusi
penyelesaian tersebut.

Dalam praktiknya, pengemudi ojek online memiliki karakteristik pekerjaan yang serupa dengan
pekerja formal: mereka bekerja penuh waktu, tunduk pada ketentuan tarif dan sistem order yang
ditentukan oleh algoritma perusahaan, serta terikat pada sistem insentif dan sanksi. Mereka tidak memiliki
kendali atas harga layanan dan dapat mengalami penurunan performa atau pemutusan kemitraan sepihak
jika melanggar aturan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya kontrol kuat dari perusahaan, sehingga
menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar mitra independen atau pekerja terselubung yang
semestinya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan. Berdasarkan kejadian nyata di lapangan perlunya
pembekalan kepada para ojek online tentang bagaimana langkah-langkah untuk memperjuangkan
keadilan dalam hubungan yang seharusnya. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim penyuluh,
maka daerah yang paling tepat untuk dilakukan penyuluhan yaitu di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10,
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan
tahap pertama ini hanya mengenai dasar-dasar peraturannya, kemudian pemahaman dalam
implementasinya.

Hasil dari PKM yang dilakukan di Desa Blok Duku, Cibubur adalah para tim penyuluh berhasil
mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh para ojek online sebagai akibat dari posisi mereka dalam
hubungan ketenagakerjaan. Dengan pengidentifikasian permasalahan tim penyuluh memberikan materi
terkait aturan hukum dalam posisinya sebagai mitra atau sebagai hubungan atasan dan bawahan,
berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang terkait.

2. METODE PELAKSANAAN

1. Suvei
Survei merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan. Kegiatan survei dilakukan ke Kel. Cibubur, Kec. Ciracas. Pada
kegiatan ini, pelaksana PKM menemui Lurah Cibubur dan berdiskusi untuk
mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan
untuk mendapatkan informasi lebih dalam terkait permasalahan pengemudi ojek
online, dan lebih spesifik terkait masalah THR dengan begitu materi yang diberikan
oleh tim penyuluh tepat sasaran.

2. Ceramah
Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk
menginformasikan perihal kebijakan dan regulasi yang terkait dengan hak-hak,
kewajiban-kewajiban yang timbul dengan adanya hubungan kerja Metode ceramah
dilakukan untuk:
a) Hal-hal yang perlu disampaikan dan dijelaskan;
b) Memberikan pengetahuan tentang hubungan kerja menurut hukum;

¢) Memberikan pengetahuan landasan hukumnya yang berdampak pada kewajiban-
kewajiban dan hak-haknya;



d) Memberikan pengetahuan langkah-langkah untuk mengajukan hak-haknya.
Q&A

Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. Pada sesi
ini peserta pengabdian kepada masyarakat dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang kemudian akan dijawab oleh pelaksana PKM. Selain itu, peserta dapat pula
memberikan informasi atau pengalaman seputar permasalahan yang mereka hadapi.

Pendampingan Hukum

Setelah sesi diskusi selesai kami para tim penyuluh memberikan pendampingan
kepada para peserta penyuluhan di Desa Blok Duku, Cibubur bagi para warga yang
memiliki permasalahan terkait ojek online, tim penyuluh akan membantu
mengadvokasikan jika diperlukan dan memberikan saran hukum terkait permasalahan
tersebut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
(@) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
(b) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
(c) Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
(@) Mengkaji konsep kemitraan dalam hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan.
(b) Menganalisis konsep hak-hak pekerja dalam perspektif hak asasi manusia dan
keadilan sosial.

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum,
pendampingan dan memberikan pendidikan secara kasus per kasus (perorangan) di Desa Blok
Duku, Cibubur merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai regulasi. Penyuluhan
hukum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan
keterpaduan. Metode penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara
penyaji dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat,
terdiri dari:

a) tahapan penggalian informasi permasalahan

b) tahapan izin pelaksanaan PKM kepada Ketua RW.
c) tahapan penyusunan proposal

d) tahapan pelaksanaan PKM

e) tahapan penyusunan luaran PKM

f) tahapan penyusunan kemajuan PKM

g) tahapan penyusunan laporan akhir PKM.



3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Status Hukum Mitra Ojek Online
Mitra ojek online dikategorikan sebagai pekerja mandiri atau gig worker yang menjalin hubungan
kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Mereka tidak memiliki hubungan kerja formal sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak secara otomatis
mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada pekerja formal, termasuk THR.!
Status hukum mitra ojek online dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi masih menjadi
perdebatan dan belum memiliki kepastian hukum yang tegas dalam sistem hukum ketenagakerjaan
Indonesia? Secara formal, perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim mengklasifikasikan para
pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja.®
Artinya, hubungan antara pengemudi dan perusahaan diatur melalui perjanjian kemitraan, bukan
perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu,
secara hukum positif saat ini, mitra ojek online tidak berstatus sebagai pekerja, sehingga tidak
mendapatkan perlindungan normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti, maupun THR.*
Namun, jika ditinjau dari fakta-fakta hubungan kerja yang terjadi di lapangan, banyak ahli hukum
ketenagakerjaan berpendapat bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi memenuhi
unsur hubungan Kerja, yaitu:®
1. Adanya pekerjaan: Pengemudi secara rutin melakukan kegiatan transportasi yang menghasilkan
keuntungan bagi perusahaan.
2. Adanya perintah: Pengemudi tunduk pada sistem algoritma, tarif yang ditentukan, dan sanksi yang
diberlakukan perusahaan.
3. Adanya upah: Meskipun bersifat bagi hasil, penghasilan pengemudi bergantung langsung pada
kebijakan perusahaan aplikasi.
Berdasarkan prinsip subordinasi, ketergantungan ekonomi, dan pengawasan langsung, beberapa kalangan
menilai bahwa hubungan ini sebenarnya bersifat seperti hubungan kerja formal (de facto employment),
meskipun tidak diakui secara de jure. Hal ini sejalan dengan beberapa presiden di negara lain seperti
Inggris (kasus Uber vs Aslam), Spanyol, dan California (AS), di mana pengemudi aplikasi diakui sebagai
pekerja dan berhak atas perlindungan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, status hukum mitra ojek online di Indonesia saat ini adalah pekerja non-formal
atau pekerja mandiri dalam kerangka hukum, namun berpotensi untuk dikaji ulang agar mendapatkan
perlindungan seperti pekerja formal apabila terbukti bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi
memenuhi unsur hubungan kerja secara substansial.

! Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." Jurnal Hukum
dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.

2 1hid.

3 Oka Halilintarsyah, “Ojek Online, Pekerja atau Mitra?” Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02 (2021) : 64-70,
https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=0jek%200nline%20Pekerja%20at
au%?20Mitra, diakses pada 9 Maret 15.45.

4 Nurhasan Ismail, Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2023.

5 Bintang Pamungkas, "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya”, Tirto.id, 2025,
https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-g9IE, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.
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Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, pemerintah mengakui pentingnya
memberikan penghargaan kepada mitra ojek online. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/3/HK.04/111/2025, perusahaan aplikasi diimbau untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR)
kepada mitra pengemudi dan kurir. BHR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka
selama ini.®
Implementasi Pemberian THR kepada Mitra Ojek Online, Berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/111/2025,
ketentuan pemberian BHR kepada mitra ojek online adalah sebagai berikut:’

1. Besaran BHR: 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
2. Waktu Pemberian: Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

3. Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.

4. Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil 8

Perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab telah menyatakan komitmennya untuk mengikuti imbauan
pemerintah ini dan menetapkan kriteria tertentu bagi mitra yang berhak menerima BHR®.
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4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mitra ojek online, meskipun tidak memiliki status sebagai pekerja formal, diakui perannya

dalam perekonomian digital Indonesia. Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/111/2025, mengimbau perusahaan aplikasi untuk
memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir sebagai bentuk
penghargaan atas kontribusi mereka. Implementasi kebijakan ini menunjukkan langkah positif
dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pekerja di sektor informal.
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Latar Belakang

* Pertumbuhan gig economy meningkatkan jumlah mitra ojol.

* Mitra ojol tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan sebagaimana
pekerja pada umumnya

» Status hukum mitra ojol belum jelas (bukan pekerja formal)
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Status Hukum Mitra Ojek Online

* Mitra Ojek Online dikenal sebagai pekerja mandiri/gig worker
* Tidak diakui sebagai pekerja formal menurut:

* -UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

* -UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

* Diatur melalui perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja

* Status hukum mitra ojek online di Indonesia saat ini adalah pekerja non-
formal atau pekerja mandiri dalam kerangka hukum, namun berpotensi
untuk dikaji ulang agar mendapatkan perlindungan seperti pekerja formal
apabila terbukti bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi

memenuhi unsur hubungan kerja secara substansial.
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Akibat Status Non-Formal

* Mitra ojek online tidak berhak atas:
- Upah minimum

- Jaminan sosial

- Cuti tahunan

-THR
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Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

* Melalui Surat Edaran Menteri  Ketenagakerjaan = Nomor
M/3/HK.04/111/2025, perusahaan aplikasi diimbau untuk memberikan
Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan kurir, dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran BHR: 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama
12 bulan terakhir.

2. Waktu Pemberian: Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

3. Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja
baik.

4. Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil.
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Kesimpulan

* Mitra ojek online, meskipun tidak memiliki status sebagai pekerja
formal, diakui perannya dalam perekonomian digital Indonesia.
Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/HK.04/111/2025, mengimbau perusahaan aplikasi untuk
memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada mitra pengemudi dan
kurir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.
Implementasi kebijakan ini menunjukkan langkah positif dalam
memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pekerja di sektor
informal.
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Tinjauan Hukum Hak Atas Tunjangan Hari Raya (THR)
Bagi Mitra Ojek Online

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
idah@fh.untar.ac.id

Abstrak
Pengemudi ojek online dikategorikan sebagai mitra dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan

aplikasi, sehingga mereka tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan sebagaimana pekerja pada umumnya,
termasuk Tunjangan Hari Raya (THR). Padahal, dalam praktiknya, mereka bekerja dengan sistem yang
menyerupai hubungan kerja, seperti adanya aturan yang mengikat, sanksi, serta target tertentu.
Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan hukum dan perlunya kajian mengenai perlindungan hak
mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pengemudi ojek
online mengenai hak-hak mereka serta langkah hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang
digunakan dalam kegiatan ini adalah yuridis normatif untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah
yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum mitra ojek online
dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia dan mendorong reformasi regulasi agar lebih adil dan adaptif
terhadap dinamika kerja di era digital.

KATA KUNCI
Kemitraan, Hak, Ojek Online, THR.

Introduction

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai platform layanan
berbasis aplikasi, salah satunya adalah layanan transportasi online.'° Pengemudi ojek online (ojol) menjadi

bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat urban. Namun, status hukum mereka yang

10 Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
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diklasifikasikan sebagai mitra dan bukan pekerja formal menimbulkan berbagai persoalan, terutama
terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, seperti Tunjangan Hari Raya (THR).!

Dalam sistem ketenagakerjaan formal di Indonesia, THR merupakan hak normatif yang wajib
diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka,
khususnya menjelang hari raya keagamaan.!? Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam regulasi tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan THR kepada
pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Pekerja yang telah bekerja selama
12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali upah bulanan, sedangkan mereka yang bekerja kurang dari
satu tahun mendapatkan THR secara proporsional sesuai masa kerjanya. Regulasi ini menunjukkan
komitmen negara dalam melindungi kesejahteraan pekerja.'3

Namun, penerapan hak-hak tersebut menjadi problematik ketika dihadapkan pada konteks kerja
pengemudi ojek online. Perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim menggunakan skema
kemitraan, di mana hubungan antara perusahaan dan pengemudi dianggap sebagai hubungan bisnis, bukan
hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang.}* Akibatnya, pengemudi tidak diakui sebagai pekerja dan perusahaan tidak
memiliki kewajiban hukum untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk THR.*®

Padahal, dalam praktiknya, pengemudi ojek online memiliki karakteristik pekerjaan yang serupa

dengan pekerja formal: mereka bekerja penuh waktu, tunduk pada ketentuan tarif dan sistem order yang

11 Aloysius, Uwiyono, “Membedah Status Kemitraan dan Polemik THR bagi Mitra Pengemudi di Indonesia.”
Hukumonline, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-status-kemitraan-dan-polemik-thr-
bagi-mitra-pengemudi-di-indonesia-1t67¢56168¢5985/ , diakses pada 10 Maret 2025 21.21 WIB.

2 Hani Febriani, “THR 2025 Cair? Driver Ojol Dapat Sebulan Gaji, Ini Syaratnya.” Pikiranrakyat, 2025.
https://www.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-019138233/thr-2025-cair-driver-ojol-dapat-sebulan-gaji-ini-
syaratnya?page=all, diakses pada 11 Maret 2025 19.00 WIB.

13 Siregar, F. "Hubungan Kerja antara Mitra Ojek Online dan Perusahaan Aplikasi dalam Perspektif Hukum
Perburuhan." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 1 (2021): 98-115.

4 Mardianto, Sebastian Edward, dan Gunardi Lie. “Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT.
Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” JERUMI: Journal of Education
Religion Humanities and Multidisciplinary, Vol. 1 No.2 (2023) : 671-675,
https://rayyanjurnal.com/index.php/jerumi/article/viewFile/1469/pdf, diakses pada 9 Maret 2025 15.20 WIB.

!> Dinda Ayu, Puspita, “Analisis Hukum Terhadap Polemik THR Ojek Online : Imbauan atau Kewajiban Bagi
Perusahaan Aplikator.” Logikahukum, 2024. https://logikahukum.com/analisis-hukum-terhadap-polemik-thr-

ojek-online-imbauan-atau-kewajiban-bagi-perusahaan-aplikator/, diakses pada 10 Maret 2025 23.01 WIB.
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ditentukan oleh algoritma perusahaan, serta terikat pada sistem insentif dan sanksi.'® Mereka tidak
memiliki kendali atas harga layanan dan dapat mengalami penurunan performa atau pemutusan kemitraan
sepihak jika melanggar aturan perusahaan.!’ Hal ini menunjukkan adanya kontrol kuat dari perusahaan,
sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar mitra independen atau pekerja terselubung
yang semestinya mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.®

Persoalan ini semakin mengemuka setiap menjelang hari raya keagamaan. Beberapa perusahaan
memberikan "THR sukarela™ atau Bonus Hari Raya (BHR) dalam bentuk insentif. Namun, karena tidak
diatur secara hukum dan bersifat tidak wajib, jumlah dan penerimaannya sangat bervariasi. Beberapa
pengemudi menerima insentif dalam jumlah besar, sementara lainnya hanya sedikit atau bahkan tidak
menerima sama sekali. Ketidakpastian ini menimbulkan ketimpangan dan memperlihatkan perlunya
kebijakan yang lebih adil dan merata.*®

Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/111/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi
pengemudi dan kurir layanan berbasis aplikasi.?® Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk
memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor digital, meskipun belum
memiliki kekuatan hukum yang sama seperti THR bagi pekerja formal.?

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara lain seperti Inggris dan Spanyol,
pengadilan telah mengakui pengemudi transportasi online sebagai pekerja, bukan sekadar mitra.?? Di
Inggris, Mahkamah Agung dalam kasus Uber vs. Aslam memutuskan bahwa pengemudi Uber berhak atas
upah minimum dan tunjangan. Spanyol bahkan telah mewajibkan perusahaan aplikasi untuk

memperlakukan pengemudi sebagai pekerja tetap. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti

16 Lestari, Yulia Catur, et al. “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online.”
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No.2 (2023): 249 - 255,

https://jurnal.uwp.ac.id/fth/index.php/jurnalilmuhukum/article/download/148/45 diakses pada 9 Maret 2025
14.15 WIB.

7 Muljanto, Muljanto. “Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Driver Ojek Online dengan Dasar Perjanjian
Kemitraan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia.” Thesis: Universitas Kristen Indonesia, Magister Ilmu Hukum,
2023.

18 Ibid.

19 Dealls. "THR Ojol 2025: Cara Hitung & Besarannya untuk Driver Gojek, Grab, & Maxim", Dealls Pengembangan
Karir, 2025. https://dealls.com/pengembangan-karir/thr-ojol, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 12.12 WIB.

20 Maksum Rangkuti, "Syarat dan Cara Dapatkan THR Ojol Tahun 2025", Fakultas Hukum UMSU, 2025,
https://fahum.umsu.ac.id/blog/syarat-dan-cara-dapatkan-thr-ojol-tahun-2025/, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025
12.21.

2 Ibid.

22 Muljanto, Muljanto, Op.cit.
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California telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan kriteria tertentu agar mitra platform
digital bisa diakui sebagai pekerja formal.?3

Melihat tren global tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk meninjau kembali regulasi
ketenagakerjaannya, khususnya dalam konteks gig economy. Negara perlu menentukan pendekatan
hukum yang tepat agar tidak terjadi ketidakadilan berkepanjangan terhadap pengemudi ojek online yang
telah menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber penghasilan utama. Ketidakjelasan status hukum mereka
dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi sektor ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum mitra
pengemudi ojek online dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, mengkaji relevansi regulasi
pemberian THR terhadap mereka, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan dan
perlindungan hukum. Penelitian ini tidak hanya relevan dari aspek hukum, tetapi juga dari segi sosial dan
ekonomi, mengingat besarnya peran pengemudi dalam ekosistem transportasi digital Indonesia. Dengan
adanya kajian ini, diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi
para pekerja di era digital. Atas dasar penjabaran latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana status hukum mitra ojek online dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi
dan apakah mitra ojek online berhak atas THR menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Methods

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum
sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan, surat edaran, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini
akan dikombinasikan dengan studi kasus terhadap praktik pemberian THR bagi mitra ojek online di
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
e UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
e UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
e Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya.

2 Ibid.



2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
e Mengkaji konsep kemitraan dalam hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan.
e Menganalisis konsep hak-hak pekerja dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan
sosial.

Result and Discussion
1. Status Hukum Mitra Ojek Online

Mitra ojek online dikategorikan sebagai pekerja mandiri atau gig worker yang menjalin hubungan
kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Mereka tidak memiliki hubungan kerja formal sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak secara otomatis
mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang diberikan kepada pekerja formal, termasuk THR.?*

Status hukum mitra ojek online dalam hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi masih menjadi
perdebatan dan belum memiliki kepastian hukum yang tegas dalam sistem hukum ketenagakerjaan
Indonesia.?® Secara formal, perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Maxim mengklasifikasikan para
pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja.?® Artinya, hubungan antara pengemudi dan perusahaan diatur
melalui perjanjian kemitraan, bukan perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Cipta Kerja. Oleh karena itu, secara hukum positif saat ini, mitra ojek online tidak berstatus sebagai
pekerja, sehingga tidak mendapatkan perlindungan normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti,
maupun THR.?’

Namun, jika ditinjau dari fakta-fakta hubungan kerja yang terjadi di lapangan, banyak ahli hukum
ketenagakerjaan berpendapat bahwa hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi memenuhi

unsur hubungan kerja, yaitu:%

24 Gunawan, R. "Perlindungan Hukum bagi Mitra Ojek Online dalam Perspektif Ketenagakerjaan." Jurnal Hukum
dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2 (2020): 245-262.

2 Ibid.

%6 Oka Halilintarsyah, “Ojek Online, Pekerja atau Mitra?” Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 02 (2021) : 64-70,
https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2590813&val=24402&title=0jek%200nline%20P
ekerja%20atau%20Mitra, diakses pada 9 Maret 15.45.

2’ Nurhasan Ismail, Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2023.

28 Bintang Pamungkas, "Cara Hitung THR Ojol 2025 Sesuai Aturan Terbaru dan Simulasinya", Tirto.id, 2025,
https://tirto.id/cara-hitung-thr-ojol-2025-sesuai-aturan-terbaru-golE, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 14.41 WIB.
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4. Adanya pekerjaan: Pengemudi secara rutin melakukan kegiatan transportasi yang menghasilkan
keuntungan bagi perusahaan.
5. Adanya perintah: Pengemudi tunduk pada sistem algoritma, tarif yang ditentukan, dan sanksi yang
diberlakukan perusahaan.
6. Adanya upah: Meskipun bersifat bagi hasil, penghasilan pengemudi bergantung langsung pada
kebijakan perusahaan aplikasi.
Berdasarkan prinsip subordinasi, ketergantungan ekonomi, dan pengawasan langsung, beberapa kalangan
menilai bahwa hubungan ini sebenarnya bersifat seperti hubungan kerja formal (de facto employment),
meskipun tidak diakui secara de jure. Hal ini sejalan dengan beberapa presiden di negara lain seperti
Inggris (kasus Uber vs Aslam), Spanyol, dan California (AS), di mana pengemudi aplikasi diakui sebagai
pekerja dan berhak atas perlindungan ketenagakerjaan.
Dengan demikian, status hukum mitra ojek online di Indonesia saat ini adalah pekerja non-formal
atau pekerja mandiri dalam kerangka hukum, namun berpotensi untuk dikaji ulang agar mendapatkan
perlindungan seperti pekerja formal apabila terbukti bahwa hubungan mereka dengan perusahaan aplikasi

memenuhi unsur hubungan kerja secara substansial.

2. Hak atas Tunjangan Hari Raya (THR)

Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, pemerintah mengakui pentingnya
memberikan penghargaan kepada mitra ojek online. Melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/3/HK.04/111/2025, perusahaan aplikasi diimbau untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR)
kepada mitra pengemudi dan kurir. BHR ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka

selama ini.?®

Implementasi Pemberian THR kepada Mitra Ojek Online, Berdasarkan SE Nomor
M/3/HK.04/111/2025, ketentuan pemberian BHR kepada mitra ojek online adalah sebagai berikut:*

5. Besaran BHR: 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.
6. Waktu Pemberian: Paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
7. Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan memiliki kinerja baik.

29 Dealls, Op.cit.

30 Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Inten Esti Pratiwi, "Syarat Mitra Ojol Gojek Dapat THR 2025, Apaa Saja?",
Kompas, 2025, https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/14/104500765/syarat-mitra-ojol-gojek-dapat-thr-
2025-apa-saja-?page=all, diakses pada Kamis, 1 Mei 2025 13.30 WIB.
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8. Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh dicicil !

Perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab telah menyatakan komitmennya untuk mengikuti

imbauan pemerintah ini dan menetapkan kriteria tertentu bagi mitra yang berhak menerima BHR.32

Conclusion

Mitra ojek online, meskipun tidak memiliki status sebagai pekerja formal, diakui perannya dalam
perekonomian digital Indonesia. Pemerintah, melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/3/HK.04/111/2025, mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada
mitra pengemudi dan kurir sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Implementasi kebijakan
ini menunjukkan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan penghargaan kepada pekerja di

sektor informal.
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A RINGKASAN

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak normatif bagi pekerja/buruh yang diatur secara tegas dalam
Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Namun, hak ini tidak dinikmati oleh mitra pengemudi ojek online karena status mereka
dikategorikan sebagai mitra usaha, bukan pekerja formal, berdasarkan skema kemitraan yang diterapkan
oleh perusahaan aplikasi. Padahal, dalam praktiknya, pengemudi ojek online bekerja penuh waktu dengan
sistem kerja yang menyerupai hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk jam kerja, sistem sanksi, dan kontrol
yang ketat dari perusahaan. Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan hukum yang mendesak untuk
dikaji. Melalui model peningkatan kesadaran hukum ini, dilakukan penyuluhan kepada mitra pengemudi
ojek online mengenai hak mereka atas THR serta kemungkinan perlindungan hukum berdasarkan prinsip
keadilan dan regulasi ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui survei, ceramah, sesi tanya
jawab, dan pendampingan hukum. Tujuannya agar para pengemudi memahami posisi hukumnya dan
mampu memperjuangkan hak-haknya di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin kompleks.

B. DESKRIPSI

Model peningkatan kesadaran hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra
pengemudi ojek online mengenai THR yang selama ini belum mereka peroleh secara adil. Berdasarkan
Permenaker No. 6 Tahun 2016, setiap pekerja berhak atas THR setelah bekerja minimal satu bulan. Namun
karena status kemitraan, hak ini tidak diberikan oleh perusahaan aplikasi transportasi. Dalam kegiatan ini,
dilakukan beberapa tahapan, yaitu survei untuk menggali pengalaman pengemudi terkait penerimaan THR
dan sistem kemitraan yang mereka alami. Lalu penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi interaktif
untuk membahas dasar hukum hubungan kerja, THR, serta praktik ketenagakerjaan yang adil. Sesi tanya
jawab (Q&A) sebagai ruang dialog dan klarifikasi. Terakhir, pendampingan hukum bagi pengemudi yang
ingin menempuh jalur advokasi atau konsultasi hukum lebih lanjut. Model ini diharapkan dapat
membangun kesadaran hukum mitra ojek online dan mendorong terwujudnya regulasi yang lebih berpihak
kepada mereka, sebagaimana sudah diterapkan di beberapa negara lain yang mengakui pengemudi
platform digital sebagai pekerja formal.



Status Hukum Mitra Ojek Online

« Mitra ojek online bukan pekerja formal, tapi
pekerja mandiri (gig worker).

* Hubungan mitra diatur dengan perjanjian
kemitraan, bukan perjanjian kerja, Pdd

* Belum ada kepastian hukum soal perlindungan
seperti THR, upah minimum, jaminan sosial, dil.

Tetapi... banyak ahli hukum

menilal bahwa hubungan ini
mirip seperti hubungan kerja
- formal (ada pekerjaan, ada
perintah, ada penghasilan).

© APAKAH MITRA BERHAK MENDAPAT THR?

* Secara hukum: Tidak wajib, karena bukan
merupakan pekerja formal,

*» Secara kebijakan: Pemerintah menghimbau
perusahaan aplikasi memberi Bonus Hari Raya
(BHR).

Sebagal respons atas situasl tersebut, pemerintah melalul Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan
Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/111/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan
kurir layanan berbasis aplikasi, Kebijakan Ini merupakan langkah awal untuk memberikan penghargaan dan
meningkatkan kesejahteraan para pekerja sektor digital

Implementasi Pemberian THR kepada Mitra Ojek Online,
Berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/111/2025, ketentuan
pemberian BHR kepada mitra ojek online adalah sebagai
berikut:
* Besaran BHR: 209% dari rata-rata pendapatan bersih
bulanan selama 12 bulan terakhir.
* Waktu Pemberian: Paling lambat 7 harl sebelum
Hari Raya Idul Fitri,
* Syarat Penerima: Mitra yang aktif, produktif, dan
memiliki kinerja baik.
* Bentuk Pemberian: Dalam bentuk uang tunal dan
tidak boleh dicicil.

S

fh.untar.ac.id @fhuntar
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